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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA OPTIMALISASI 
PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI 
DAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN 
TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang negara pada badan usaha milik 
negara/perseroan terbatas/badan hukum lainnya dan untuk memperkuat struktur 
permodalan serta perbaikan kinerja badan usaha milik negara, perlu melakukan 
penyesuaian kembali terhadap ketentuan mengenai tata cara optimalisasi 
penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan 
rekening dana investasi pada badan usaha milik negara/perseroan terbatas/badan 
hukum lainnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman 
Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan 
Terbatas/Badan Hukum Lainnya. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 
4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN 
Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 31, TLN No. 
4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 35 Tahun 2017 (LN 
Tahun 2017 No. 201 TLN No. 6119), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), 
Permenkeu RI 69/PMK.06/2014 (BN Tahun 2014 No. 556) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 207/PMK.06/2019 (BN Tahun 2019 No. 
1702), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Direktorat Jenderal menerbitkan status kualitas Piutang Negara atas 
BUMN/Perseroan/BHL per semester yang digolongkan ke dalam lancar, kurang lancar, 
diragukan, dan macet. Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara pada 
BUMN/Perseroan/BHL dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, perubahan 
persyaratan, debt to asset swap, PMN, penghapusan, dan/ atau keringanan (discount) 
pembayaran. BUMN/Perseroan/BHL dapat mengajukan permohonan penyelesaian 
Piutang Negara kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal sejak dinyatakan dalam status 
kurang lancar atau diragukan, dengan harus melengkapi dokumen persyaratan 
penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat permohonan 
penyelesaian Piutang Negara diterima. BUMN/Perseroan/BHL harus mengajukan 
permohonan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak 
dinyatakan dalam status macet. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang 
Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada 
Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi 
Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri 
dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan 



Terbatas/Badan Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1722), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
 

 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan diundangkan 
pada tanggal 31 Desember 2021. 

  - Lampiran: halaman 38-60 

    

 


